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Abstrak 

Praperadilan digelar sebagai jawaban untuk menjaga hak individu dari kesalahan 

prosedur aparat penegak hukum. Praperadilan menjadi salah satu kewenangan 

pengadilan secara horizontal atas penerapan upaya  paksa oleh polisi, jaksa yang 

meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau 

penghentian penuntutan, ganti rugi/rehabilitasi, dan sah atau tidaknya benda yang 

disita sebagai alat pembuktian dan penetapan tersangka. Seiring perjalanan hukum 

di indonesia, praperadilan mengalami banyak perubahan secara subtansi. Politik 

hukum turut mempengaruhi perubahannya. Kesemuanya berjalan atas dasar demi 

penegakan hukum yang lebih baik. Determinasi politik terhadap hukum terhadap 

aspek perbaikan hukum sangat dimungkinkan. Sebagai contoh adalah putusan 

Mahkamah Konstitusi nomor: 65/PUU-IX/2011; nomor:21/PUU-XII/2014 dan 

nomor: 98/PUU-X/2012 sesemuanya berkisar demi landasan penegakan hukum 

yang moderat dan bercita-cita pada nilai idealis untuk menjawab persoalan yang 

lahir dikemudian hari. 

Kata Kunci: Praperadilan, Penegakan Hukum, Politik Hukum. 
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Abstract 

Pretrial as an answer to safeguard individual rights from procedural mistakes of 

law enforcement officers. Pretrial court becomes one of the court's authority 

horizontally for the implementation of forced effort by police, prosecutor covering 

the validity of arrest, detention, cessation of investigation or cessation of 

prosecution, compensation / rehabilitation, and whether or not the seized goods 

as a means of verification and determination of the suspect. Along the journey of 

law in Indonesia, the pretrial substitution undergoes many changes. Legal politics 

also influences the change. They all go on the basis of better law enforcement. 

Political determination of the law on the aspects of legal reform is possible. For 

example is the decision of the Constitutional Court number: 65 / PUU-IX / 2011; 

number: 21 / PUU-XII / 2014 and number: 98 / PUU-X / 2012 all ranged for the 

basis of moderate law enforcement and aspire to the idealist value to answer the 

issue. 

Keywords: Pretrial, Law Enforcement, Politics Of Law 
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